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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran

Dalam melakukan kegiatan usaha, perusahaan atau instansi akan
berhubungan dengan dokumen. Dokumen merupakan salah satu hal penting
bagi perusahaan untuk menunjang kegiatan perusahaan. Dengan adanya
dokumen dapat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan untuk
mencapai tujuan. Setiap bidang pada perusahaan atau instansi akan berusaha
mengelola dokumennya dengan baik dan benar, salah satunya di bidang
kepegawaian yang menangani dokumen pegawai.

Dokumen kepegawaian merupakan dokumen yang berisi tentang
semua hal yang berkaitan dengan pegawai pada suatu instansi, dokumen
kepegawaian perlu dikelola dan disimpan dengan baik. Pengelolaan serta
penyimpanan yang baik akan mempermudah dalam pencarian salinan
dokumen atau dokumen asli untuk menunjang suatu pekerjaan. Oleh karena
itu proses arsip dokumen perlu diperhatikan.

Menurut Undang-Undang R1 nomor 43 tahun 2009 bab (1) pasal (1)
terkait Kearsipan (BPK, 2009), arsip merupakan rekaman kegiatan ataupun
peristiwa dalam bermacam-macam bentuk dan media seiring dengan
berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi serta diterima oleh

instansi negara, instansi daerah, instansi pendidikan, organisasi/perusahaan,



kelompok politik, ormas, ataupun perseorangan dalam kelangsungan hidup
bermasyarakat, berbangsa/bernegara.

Kantor Regional 1 Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta
merupakan instansi pemerintah yang wilayah kerjanya meliputi area
Provinsi D.l. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Bidang Informasi
Kepegawaian, merupakan bidang yang menangani arsip dokumen
kepegawaian atau Tata Naskah Kepegawaian. Tata Naskah merupakan
sistem penyimpanan dan pengelolaan dokumen kepegawaian sejak diangkat
sebagai Calon PNS sampai dengan pensiun. Pengelolaan dan penyimpanan
dokumen PNS harus dilakukan dengan benar, baik penyimpanan berbentuk
fisik ataupun berbentuk dokumen gambar (image document). Pengelolaan
dokumen PNS telah diatur dalam Peraturan Kepala BKN No. 18 tahun 2011
terkait Pedoman Pengelolaan Takah (Tata Naskah) Kepegawaian Pegawali
Negeri Sipil. Dalam pelaksanaan Takah Kepegawaian tentunya terdapat
kendala yang dihadapi, seperti dokumen yang tidak lengkap, tidak terbaca
dan yang lannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis mengambil topik tugas akhir
tentang Tata Naskah/Arsip Dokumen dengan judul “Prosedur Tata Naskah
Dokumen PNS Pada Sub Bagian Informasi Kepegawaian Di Kantor

Regional 1 BKN Yogyakarta”.
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Tujuan Magang
Berdasarkan dasar pemikiran yang telah dipaparkan, tujuan yang
akan dicapai setelah melaksanakan magang yaitu:
1. Untuk memahami prosedur Tata Naskah Dokumen PNS pada bidang
Informasi Kepegawaian di Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta.
2. Untuk memahami kendala yang terjadi pada proses Tata Naskah
Dokumen PNS pada bidang Informasi Kepegawaian di Kantor Regional

1 BKN Yogyakarta.

Target Magang
Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan, target magang yang akan
dicapai yaitu:
1. Mampu menjelaskan prosedur Tata Naskah Dokumen PNS pada bidang
Informasi Kepegawaian di Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta.
2. Mampu menjelaskan kendala yang terjadi pada proses Tata Naskah
Dokumen PNS pada bidang Informasi Kepegawaian di Kantor Regional

1 BKN Yogyakarta.

Bidang Magang
Kegiatan magang dilaksanakan pada KanReg 1 BKN Yogyakarta di
bidang Informasi Kepegawaian. Tugas bidang Informasi Kepegawaian

yaitu:



pengembangan sistem informasi

1. Melaksanakan dan memfasilitasi

kepegawaian PNS pada instansi di wilayah kerjanya.
Mengolah dan memelihara basis data kepegawaian.

3. Mengelola dan memelihara arsip kepegawaian.

1.5 Lokasi Magang
Kegiatan magang dilakukan di Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta

yang berlokasi di JI. Magelang Km. 7,5, Jongke Tengah, Sendangadi,

Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55285.

Peta lokasi magang dapat dilihat pada gambar 1.1.
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Gambar 1. 1 Lokasi Magang

Sumber: Google Maps



1.6 Jadwal Magang
Di bawah ini merupakan jadwa magang yang dilakukan selama 3
bulan dimulai pada tanggal 17 Maret 2022 hingga 17 Juni 2022.

Tabel 1. 1 Jadwal Pelaksanaan Magang

Jadwal dan Kegiatan Magang

No. Keterangan Maret April Mei Juni Juli

1 3/4|11[2(3|4/1/2|3/4/1/2/3{4/1(2/3|4

1. | Survey Tempat

Magang

2. Penulisan

Proposal

3. Pelaksanaan

Kegiatan Magang

4. | Bimbingan dan
Penulisan

Laporan Magang

5. | Ujian Tugas
Akhir dan Ujian

Komprehesif

1.7 Sistematika Penulisan Laporan Magang
Secara umum tugas akhir ini dijabarkan dalam empat pembahasan

melalui urutan penulisan sebagai berikut:



1. Bab I (Pendahuluan)

Pembahasan pertama menjabarkan tentang latar belakang kegiatan,
tujuan kegiatan magang, target yang ingin dicapai, lokasi magang, waktu
kegiatan magang, serta pembahasan urutan penulisan Laporan Magang.

2. Bab Il (Landasan Teori)

Pada pembahasan ini menjabarkan tentang teori-teori yang akan
digunakan untuk menjelaskan prosedur tata naskah dokumen PNS pada
bagian informasi kepegawaian di Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta.

3. Bab Il (Analisis Deskriptif)

Pada bab ini menjelaskan tentang data-data umum
organisasi/perusahaan serta data-data khusus organisasi/perusahaan. Data
umum menjelaskan tentang berdirinya organisasi, visi, misi dan moto
organisasi, serta susunan organisasi/perusahaan. Sedangkan data khusus
menjelaskan tekait hasil yang ditemukan pada saat magang di KanReg 1
BKN Yogyakarta.

4. Bab IV (Kesimpulan dan Saran)
Pada bagian ini menjelaskan terkait kesimpulan serta saran dari

penjelasan bab sebelumnya yang didapatkan saat kegiatan magang.
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LANDASAN TEORI

2.1 Prosedur

2.1.1 Pengertian Prosedur

Prosedur adalah peraturan, cara main atau cara bekerja. Pengertian
Prosedur dijelaskan Ardiyos melalui (Wijaya & Irawan, 2018), adalah suatu
bagian dari sistem yang termasuk rangkaian tindakan sehingga melibatkan
sejumlah orang/karyawan pada suatu bidang yang dipastikan untuk
mengatur agar proses kegiatan organisasi bisa berjalan dengan berkali-kali
serta dilakukan dengan seksama.

Mulyadi (2010, p. 4) menyatakan bahwa prosedur adalah suatu
urutan Klerikal (tulis menulis, menggandakan, menghitung, membandingkan
antara data sumber dengan data pendukung kedua belah pihak), yang
biasanya melibatkan dua orang atau lebih dalam satu departemen untuk
menjamin penanganan secara seragam dan berulang-ulang.

Dalam kamus besar bahasa indonesia prosedur artinya tahapan
kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau metode langkah demi
langkah secara pasti dalam memecahkan masalah. Dapat disimpulkan
bahwa prosedur adalah tahapan kegiatan yang melibatkan dua orang atau
lebih dan dilakukan berulangkali untuk menjamin suatu kegiatan agar

dilaksanakan secara seragam.



2.1.2 Karakteristik Prosedur

=

Menurut Mulyadi (2010) karakteristik prosedur diantaranya adalah:
Dengan adanya prosedur dapat membantu organisasi untuk mencapai
tujuan, untuk mencapai tujuan organisasi melibatkan beberapa orang
atau kelompok.

Prosedur mampu menciptakan pengawasan yang baik serta dapat
menekan biaya seminimal mungkin. Kegiatan dilakukan secara efektif
dan efisien, sehingga memudahkan untuk melakukan pengawasan dan
mampu menekan biaya.

Prosedur memperlihatkan rangkaian yang masuk akal serta ringkas.
Prosedur dapat membuat urutan kegiatan organisasi menjadi sederhana,
efektif dan efisien.

Prosedur untuk menunjukkan pengambilan  keputusan serta
tanggungjawab. Oleh karena itu orang yang terlibat dalam organisasi
akan memiliki tanggungjawab dan keputusan yang telah ditetapkan.
Prosedur membantu mengurangi keterlambatan dan hambatan. Apabila
prosedur dilakukan dengan baik akan mengurangi keterlambatan dan
hambatan, sehingga tujuan organisasi akan lebih cepat tercapai.

Dengan demikian, karakteristik prosedur dapat membantu

tercapainya tujuan organisasi dengan terciptanya pengawasan yang baik,

urutan-urutan yang jelas, serta mengurangi keterlabatan dan hambatan.



2.1.3 Manfaat Prosedur

Prosedur memiliki beberapa manfaat, berikut manfaat dari prosedur

menurut Mulyadi (2010):

1.

Dengan menerapkan prosedur akan memfasilitasi untuk memilih
rangkaian kegiatan masa depan.

Mengalihkan kegiatan berulang menjadi teratur serta ringkas.

Prosedur dapat membantu meningkatkan produktifitas kerja yang lebih
efektif dan efisien.

Terciptanya petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi
oleh seluruh pelaksana.

Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam
pengawasan.

Sehingga manfaat prosedur bagi organisasi yaitu dapat memudahkan

untuk menentukan langkah ke depan, membatasi kegiatan sehingga efektif

dan efisien, pelaksana menjadi patuh, serta memudahkan pengawasan.

2.2 Pengarsipan

2.2.1 Pengertian Pengarsipan

Arsip diartikan sebagai proses pengaturan dan penyimpanan surat

secara teratur sehingga setiap saat diperlukan dengan mudah dan cepat

diketahui (Widjaja, 1986).

Barthos, B. (2003) menjelaskan pengarsipan diartikan sebagai

organisasi yang menyelenggarakan segala aktivitas pendaftaran,
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pengarsipan dan perawatan dokumen penting yang melibatkan pemerintah
ataupun swasta, dengan melakukan keutamaan serta prosedur tertentu
sehingga bisa dipertanggungjawabkan.

Penjelasan di atas, bisa ditentukan bahwa pengarsipan merupakan
aktivitas pencatatan, penyimpanan dan pemeliharaan surat-surat berharga

secara teratur sehingga mudah untuk ditemukan kembali.

2.2.2 Fungsi Pengarsipan
Arsip dapat dimanfaatkan oleh organisasi sebagai sumber informasi

yang berfungsi untuk (Winata & Muhidin, 2016):

1. Membantu kegiatan penentuan keputusan. Para pemimpin tentunya
memerlukan informasi. Adanya berita yang cukup dari sisi keutamaan
ataupun nilai yang akan membantu terwujudnya dalam penentuan hasil.

2. Mendukung prosedur perencanaan/persiapan. Perencanaan adalah proses
mengukur keadaan masa depan yang akan dicapai dengan aktivitas yang
sudah dipersiapkan. Arsip diperlukan sebagai informasi untuk
perencanaan.

3. Membantu proses pengamatan. Untuk melaksanakan pengamatan,
diperlukan fakta mengenai kegiatan yang telah disusun, telah
dilaksanakan serta yang belum terlaksana. Kegiatan tersebut disimpan
berbentuk arsip.

4. Untuk perangkat bukti. Arsip dapat digunakan sebagai bukti dan

informasi untuk membantu mengungkapkan suatu kebenaran.
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5. Untuk riwayat perusahaan. Semua aktivitas perusahaan dapat disimpan
berbentuk arsip. Dokumen yang disimpan dapat dimanfaatkan oleh
perusahaan untuk melakukan aktivitasnya pada masa depan.

6. Penggunaan arsip dapat dimanfaatkan untuk keperluan politik dan
ekonomi. Dokumen terdahulu dapat dimanfaatkan untuk pengambilan
keputusan di bidang politik dan ekonomi, contohnya untuk melihat

penjualan pada periode sebelumnya.

2.2.3 Macam-macam Arsip
Haryadi (2009) menjelaskan, terdapat bermacam-macam arsip, yaitu:

1. Arsip berdasarkan topiknya, contohnya seperti laporan keuangan, data
riwayat hidup, surat lamaran, surat keterangan pengangkatan pegawali,
dan lain sebagainya.

2. Arsip menurut bentuk dan wujudnya, contoh dari arsip ini yaitu kertas,
gambar, ataupun berbentuk media elektronik.

3. Arsip berdasarkan naskah aslinya. Perbedaan arsip berdasarkan
dokumen asli, dokumen petikan, dokumen salinan dan dokumen
tembusan.

4. Arsip berdasarkan lokasi penyimpanannya. Penyimpanan ini
dikhususkan berdasar lokasi penyimpan atau unit kerjanya. Misalnya
penyimpanan dokumen PNS yang berasal dari unit kerja kabupaten
Sleman dibedakan lokasi penyimpanannya dengan dokumen PNS dari

kabupaten Bantul.
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5. Arsip berdasarkan manfaatnya, misalnya arsip yang informatif seperti
undangan, pemberitahuan ataupun pengumuman.
6. Arsip berdasarkan fungsiya:

a. Dinamis, adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aktivitas operasional
organisasi.

b. Statis, adalah arsip yang digunakan setiap hari untuk
perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aktivitas operasional

organisasi, tetapi tidak secara langsung.

2.2.4 Pengorganisasian Arsip

Pengorganisasian dokumen perlu dipedulikan sehingga kekuasaan
serta pertanggungjawabannya dapat dilihat dengan baik. Melalui adanya
pembagian kewajiban untuk mengatur serta bertanggungjawab, maka
kegiatan pengelolaan arsip dapat berjalan dengan tertib. Pengorganisasian

arsip dikelompokkan menjadi tiga (Sugiarto & Wahyono, 2005) yaitu:

1. Sentralisasi

Sentralisasi yaitu pengelolaan arsip yang dilakukan secara
terpusat dalam suatu organisasi. Semua surat yang telah selesai diproses
akan disimpan di Sentral Arsip. Pegawai yang berada di sentral arsip
harus menguasai ilmu di bidang arsip. Dikarenakan dokumen arsip yang

dikelola cukup banyak dan bersumber dari beberapa unit kerja yang ada.
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Cara ini lebih cocok dilakukan pada perusahaan yang kecil, dan kurang
tepat jika dilakukan di perusahaan besar.
Kelebihan menerapkan arsip terpusat:

a. Sistem pengarsipan menjadi lebih sederhana, karena sistem
penyimpanan dari semua arsip bisa disamakan

b. Tempat pengarsipan, peralatan serta tenaga arsip yang dibutuhkan
dapat diminimalkan, dikarenakan pada organisasi hanya terdapat
satu lokasi pengelolaan arisp.

c. Dapat mengonsentrasikan pegawai khusus untuk aktivitas
pengarsipan, karena telah menjadi unit khusus pengarsipan.

d. Dikarenakan tempat penyimpanan yang terpusat, sehingga tidak
ada duplikasi dokumen arsip.

Kekurangan menerapkan sistem terpusat:

a. Membutuhkan waktu yang cukup lama apabila terdapat unit kerja
yang membutuhkan dokumen arsip, dikarenakan sistem terpusat
mengelola seluruh arsip di perusahaan.

b. Penerapan sistem terpusat hanya efektif serta efisien untuk
perusahaan yang kecil.

c. Tidak seluruh tipe arsip bisa disimpan menggunakan satu sistem
pengarsipan yang sama.

2. Desentralisasi
Desentralisasi adalah penyimpanan arsip yang dikelola pada

setiap bidang di dalam suatu perusahaan. Apabila suatu perusahaan
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menerapkan sistem ini, artinya seluruh bagian yang ada di perusahaan

memiliki beban untuk melaksanakan pengelolaan serta pengaturan

terhadap dokumen arsip masing-masing. Proses pengarsipan

Desentralisasi akan lebih berguna apabila dilaksanakan di perusahaan

yang besar.

Kelebihan dari sistem desentralisasi:

a.

Memudahkan dalam pengelolaan dokumen, dikarenakan telah
mengenal dokumen arsipnya dengan baik.

Pelaksanaan arsip dokumen bisa diterapkan berdasarkan
kebutuhan bidang kerja masing-masing.

Pencarian arsip lebih mudah ditemukan, karena lokasi
penyimpanan berada pada satu bagian yang terpisah, sehingga

dokumen arsip lebih mudah untuk ditemukan.

Kekurangan penerapan sistem desentralisasi:

a.

C.

Aktivitas pemusnahan dokumen arsip perlu dilakukan pada setiap
bidang kerja, sehingga akan menggunakan anggaran yang besar.
Dapat menimbulkan duplikasi dokumen arsip yang disimpan,
karena penyimpanan arsip tersebar diberbagai unit.

Organisasi harus menyiapkan sarana dan prasarana pengarsipan
pada setiap bidang kerja, akibatnya sulit untuk meminimalkan

penggunaan sarana dan prasarana.
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d. Penataan serta pelatihan ilmu penyimpanan arsip harus dilakukan,
karena para pegawai umumya bekerja rangkap serta tidak
memiliki dasar ilmu penyimpanan arsip.

3. Gabungan Sentralisasi dengan Desentralisasi

Cara ini dilakukan untuk meminimalisir kekurangan dari kedua
sistem tersebut. Dengan cara ini, arsip yang masih aktif digunakan atau
disebut arsip aktif dikelola di unit kerja masing-masing pengelola,
sedangkan arsip yang tidak aktif disimpan pada penyimpanan sentral.
sehingga penyimpanan arsip aktif dilaksanakan menggunakan sistem
desentralisasi dan sedangkan dokumen arsip tidak aktif disimpan
menggunakan sistem sentralisasi. Dari sisi pelayanan dokumen arsip,
penerapan sistem gabungan ini lebih efektif, akan tetapi jika dilihat dari

sisi anggaran dan penggunaan peralatan kurang efektif.

2.2.5 Sistem Pengarsipan

Menurut Wahyono dan Sugiono (Manajemen Kearsipan Modern,
2005), sistem pengarsipan adalah sistem yang digunakan agar memudahkan
penyimpanan dan lebih cepat dalam pencarian kembali apabila dokumen
tersebut dibutuhkan. Pada dasarnya, sistem penyimpanan menyimpan
dokumen melalui judul atau keterangan yang ada pada dokumen arsip sesuai
rangkaian berupa abjad ataupun angka. Pada dasarnya terdapat dua jenis
urutan yaitu berdasarkan abjad dan angka.

1. Sistem Abjad
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Sistem ini merupakan pengelolaan arsip mengikuti urutan huruf dari

judul atau keterangan dokumen yang akan disimpan. Dokumen arsip

disimpan mengikuti urutan huruf abjad. Terdapat dua jenis nama,

pertama adalah nama orang yang terdiri dari nama lengkap dan nama

tunggal. Kedua adalah nama instansi, yang terdiri dari nama instansi

pemerintah, nama instansi swasta dan nama instansi perusahaan.

Sistem ini sering digunakan sebaga penyimpanan arsip, dikarenakan:

a.

e.

Biasanya bidang kerja hanya melakukan penyimpanan arsip yang
berhubungan terkait tugasnya masing-masing.

Dalam pencarian dokumen, umumnya nama menjadi poin
penting. Sehingga penemuan arsip lebih sering dilakukan
berdasarkan nama seseorang ataupun organisasi.

Arsip yang memiliki persamaan nama, akan dikelompokkan
menjadi satu tempat serta satu nama.

Arsip bersumber dari berbagai koresponden berdasarkan nama
yang berbeda.

Dengan sistem abjad, nama lebih mudah untuk diingat.

Keuntungan menggunakan sistem abjad:

Mudah untuk dilakukan serta cepat untuk didapatkan kembali.
Mudah dan sederhana dalam pemahaman dan kegiatannya.
Dokumen dengan nama yang sama akan dikumpulkan menjadi

satu.
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d. Dokumen input dan pertinggal dari dokumen output diarsip
berdampingan pada satu tempat.

e. Penemuan arsip dapat dilaksanakan dengan langsung berdasarkan
nama pengirim surat, tanpa mengindeks.

f. Susunan petunjuk dan folder sederhana.

Kekurangan menggunakan sistem abjad:

a. Pencarian nama dokumen harus melalui belakang (last name),
karena nama yang sama terdapat dalam satu tempat.

b. Dokumen arsip yang memiliki korelasi sama tapi berbeda nama
pengirim, akan dibedakan tempat pengarsipannya.

c. Dibutuhkan ilmu terkait peraturan dalam mengindeks.

d. Pengejaan abjad yang sering berganti seperti “oe” menjadi “u”,
“dj” menjadi “j”, “tj” menjadi “c” dan sebagainya. Sehingga
berbeda lokasi penyimpanannya.

2. Sistem Geografis
Sistem ini merupakan proses menyimpan dokumen arsip berlandaskan
jenis nama wilayah, cara ini juga dikenal sebagai sistem nama tempat.
Sistem nama tempat tepat diterapkan untuk:

a. Organisasi yang mempunyai usaha menyangkut dengan lokasi-
lokasi seperti perusahaan pengembang perumahan Yyang
membuka lokasi perumahan diberbagai lokasi.

b. Perusahaan yang mempunyai wilayah kerja diberbagai lokasi

seperti bank.
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c. Instansi pemerintah yang melayani masyarakat berdasarkan
wilayahnya, seperti kantor kecamatan yang menyimpan dokumen
dari berbagai kelurahan. Dan lain sebaganya.

Keuntungan menerapkan sistem geografis:

a. Apabila nama tempat telah diketahui, akan lebih mudah dan cepat
dalam pencarian.

b. Pengarsipan dengan langsung, tidak memerlukan bantuan
mengindeks.

Kekurangan menerapkan sistem nama tempat:

a. Diperlukan petunjuk silang apabila terjadi alamat ganda.

b. Perlunya pengetahuan tentang pembagian wilayah, karena
memungkinkan terjadinya kesalahan apabila kurang pengetahuan
terkait pembagian tempat.

c. Memerlukan ilmu mengindeks yang teliti serta tepat, karena
menyusun dua berkas yaitu berdasarkan geografis dan
berdasarkan abjad.

d. Perlu mengabungkan sistem abjad atau numerik dengan sistem
geografis untuk mendapatkan hasil terbaik.

3. Sistem Subjek
Sistem ini adalah proses pengarsipan yang dilihat dari kandungan arsip
atau kepentingan dokumen. Kandungan dokumen arsip seperti judul,
permasalahan, pokok masalah dan lainnya.

Pengarsipan subjek tepat diterapkan untuk:
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Pada kantor yang melakukan arsip dokumen secara sentralisasi.

b. Pada arsip data toko yang mempunyai data tentang beberapa jenis

barang yang dijual. Dan lain sebagainya.

Keuntungan menerapkan sistem subjek:

a.

b.

Arsip sistem ini dapat diperbesar secara ringan Yaitu
menambahkan judul baru atau sub-judul dari judul pertama.
Mengurangi waktu pencarian dokumen, karena topik berada pada

satu lokasi.

Kekurangan menerapkan sistem ini yaitu:

a.

Terdapat peluang daftar judul yang bertambah secara tidak
teratur.

Pemyimpanan menurut sistem subjek kurang efisien apabila
nama/istilah yang diterapkan tidak ditentukan.

Kerap menggunakan nama orang sebagai daftar judul, akibatnya
akan kesulitan dala pencarian dokumen.

Memerlukan bantuan arsip yang berpengalaman untuk
pengembangan daftar subjek.

Membutuhkan arahan silang yang tepat, untuk menggabungkan

beberapa judul serta informasi yang berhubungan.

4. Sistem Nomor

Sistem nomor merupakan sistem penyimpanan dokumen berdasarkan

kode nomor sebagai pengganti dari nama orang atau nama badan. Sistem

ini hampir sama dengan sistem abjad yang menyimpan dokumen
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berdasarkan urutan abjad, tetapi untuk sistem nomor berdasarkan urutan
kode nomor.
Penggunaan sistem ini tepat diterapkan untuk:

a. Pengarsipan dokumen dengan memakai panggilan kode angka,
seperti bank yang mengarsip dokumen menurut nomor rekening
milik nasabah.

b. Pengarsipan dokumen putusan, karena surat keputusan dapat
diketahui menggunakan nomor/angka dokumen putusan.

c. Pengarsipan pada organisasi akademik yang umumnya mengarsip
berkas menggunakan nomor siswa.

d. Pengarsipan faktur perusahaan dengan urutan berdasar nomor
faktur/nota.

Kelebihan penerapan sistem ini:

o

Tidak adanya nomor ganda, sehingga lebih teliti.

b. Indeks berisi semua nama kontak.

c. Semua unit kerja dapat disamakan nomor kodenya.

d. Pengembangan nomor/angka tak terhingga.

e. Penunjuk silang diurutkan bersamaan dengan indeks.
Kekurangan menerapkan sistem ini:

a. Pengarsipan tidak langsung, dibutuhkan indeks dala pencarian
arsip.

b. Dibutuhkan file tersendiri untuk map campuran.
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c. Indeks yang diurutkan berdasarkan alfabetis perlu menerapkan
peraturan mengindeks.
d. Biaya yang dibutuhkan cukup tinggi, karena memerlukan
perlengkapan untuk sistem nomor.
5. Sistem Kronologi
Sistem kronologi merupakan sistem penyimpanan yang dilakukan
berdasarkan urutan waktu. Waktu yang digunakan yaitu berdasarkan
tanggal, bulan, tahun, dekade ataupun abad. Sistem ini tepat diterapkan
pada organisasi kecil yang menggunakan pencatatan dokumen masuk
dengan buku agenda. Dokumen diurutkan berdasarkan tanggal, bulan
dan tahun untuk disimpan. Dari sisi penyimpanan sistem ini mudah,
tetapi untuk pencarian kembali dokumen kurang efktif.
Keuntungan menerapkan sistem ini:
a. Tepat untuk tingkatan menyeluruh dan berkelanjutan.
b. Mudah untuk dilaksanakan.
c. Urutan serta susunan yang ringkas.
Kekurangan menerapkan sistem ini:
a. Berguna diterapkan pada perusahaan kecil dan memiliki dokumen
yang sedikit.
b. Tidak dapat diterapkan jika tahun, bulan ataupun tanggal
dokumen tak ditemukan.
c. Dokumen input dan dokumen output akan dipisahkan tempat

pengarsipannya.
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6. Sistem Warna
Pemakaian warna pada pengarsipan dokumen hanya berfungsi untuk
tanda agar mudah dalam pengelompokan serta penemuan arsip.
Penerapan sistem ini jarang dilakukan dalam perusahaan. Tetapi
penerapan sistem warna dapat dikombinasikan dengan sistem yang lain,
misalnya penggunaan warna untuk petunjuk dalam penyimpanan arsip.
Penggunaan warna hanya sebagai pembantu dalam proses arsip

dokumen.

2.2.6 Prosedur Pengarsipann
Dalam penyimpanan arsip tentunya harus melalui langkah-langkah
yang telah ditentukan, agar proses penyimpanan dapat berjalan dengan baik.
Berikut adalah langkah-langkah penyimpanan arsip (Sugiarto & Wahyono,
2005):
1. Pemeriksaan
Langkah ini merupakan persiapan penyimpanan dokumen dengan cara
memeriksa setiap lembar dokumen untuk memastikan bahwa dokumen
sudah siap untuk disimpan. Apabila dokumen sudah siap untuk
disimpan, selanjutnya dokumen diberikan tanda siap disimpan (release

mark).
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2. Mengindeks
Langkah ini dilaksanakan setelah mendapatkan kepastian untuk
menyimpan dokumen. Mengindeks adalah kegiatan menentukan nama,
subjek atau kata-tangkap lainnya pada surat yang akan disimpan.

3. Memeberi tanda
Setelah mengindeks dokumen, selanjutnya adalah pemberian tanda atau
pengkodean dengan cara memberi tanda garis atau lingkaran warna
mencolok pada kata-tangkap yang telah ditentukan pada langkah
mengindeks.

4. Menyortir
Menyortir merupakan kegiatan mengelompokkan dokumen untuk
persiapan ke langkah penyimpanan. Dengan Kkegiatan ini akan
memudahkan dalam proses penyimpanan karena telah diurutkan sesuai
klasifikasi dan urutannya.

5. Menyimpan
Langkah penyimpanan adalah langkah terakhir, yaitu dengan cara
menempatkan dokumen sesuai sistem penyimpanan serta peralatan yang

digunakan. Langkah ini harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati.
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ANALISIS DESKRIPTIF

3.1 Data Umum

3.1.1 Sejarah Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta

Terbentuknya Kantor Regional 1 Badan Kepegawaian Negara
Yogyakarta tidak terlepas dari perkembangan pemerintahan Indonesia yang
berawal dari terbentuknya Kantor Urusan Pegawai (KUP) berlandaskan
Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1948 tanggal 30 Mei 1948. Hal itu
adalah proses permulaan perjalanan Badan Kepegawaian Negara yang
dipilih sebagai instansi dalam pembinaan PNS. Saat berdirinya, KUP
bertempat di Ibukota Pemerintahan yang saat itu berada di DIY. KUP
berposisi di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Tugas Kantor Urusan Pegawai sebagai berikut:
1. Mengurus segala kepentingan terkait kedudukan dan upah PNS.
2. Mengawal proses pelaksanaan peraturan kepegawaian.
3. Memberikan arahan serta melaksanakan perbaikan terhadap pelaksanaan

peraturan kepegawaian.

4. Menyarankan transformasi peraturan kepegawaian.

Sebelum terbentuknya KUP, sudah terbentuk suatu Lembaga
penanganan masalah kepegawaian yaitu Kantor Urusan Umum Pegawai
(KUUP). KUUP didirikan dengan keputusan Letnan Gubernur Jendral di

Hindia Belanda No. 10 tanggal 20 Februari 1946, dan bertanggung jawab

24
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kepada Departemen Sosial. Melalui keputusan Pejabat yang sama No. 13
Th. 1948, dan dengan membatalkan keputusan sebelumnya dibentuklah
Djawat Urusan Umum Pegawai (DUUP) dan bertempat langsung di bawah
GubJen. KUP serta DUUP menjalankan tugas dan kepentingannya masing-
masing, sehingga pada saat itu terjadi persaingan dalam mengatur
kepegawaian. Salah satu pihak di bawah Pemerintahan RI dan pihak lain
pembinaannya berdasarkan keputusan Gubernur Jendral Hindia Belanda
bagi para Pegawai Pemerintah Federal.

Sejak Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan kembali menjadi
negara kesatuan, Pemerintah memusatkan urusan kepegawaian yang
sebelumnya diselenggarakan oleh KUP di Yogyakarta dan DUUP di Jakarta.
Selanjutnya diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1950 tanggal 15
Desember 1950. Dengan adanya peraturan tersebut maka KUP dan DUUP
dijadikan satu dalam KUP yang berkedudukan di Jakarta. Kedudukan KUP
diperkuat dengan dikeluarkannya UU No. 18 tahun 1961. Tentang
Ketentuan Pokok Kepegawaian. Hal tersebut terus berkelanjutan hingga
dibentuknya Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) dengan
dasar Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1972. Terbentuknya BAKN tidak
terlepas dari perkembangan administrasi kepegawaian pada saat itu yang
dirasakan semakin meningkat peranannya. Untuk memperkuat hal tersebut
selanjutnya ditetapkan UU No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian.
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Seiring berjalannya waktu dibentuklah Kantor Wilayah BAKN di
tingkat Provinsi berdasarkan Kepres No. 53 tahun 1980 untuk meningkatkan
mutu pelayanan kepada PNS. Kepres tersebut kemudian direalisasikan
dengan Keputusan Kepala BAKN No. 2035/Kep/1981 tanggal 6 Agustus
1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil BAKN. Berdasarkan
keputusan Kepala BAKN No. 211/KEP/84 tanggal 10 Juli 1984,
dibentuklah Kantor Wilayah 1 BAKN yang berkedudukan di Yogyakarta,
dengan wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta.

Semenjak dilasanakannya otonomi daerah, dimana kewenangan
diserahkan kepada masing-masing daerah, nama BAKN berubah menjadi
Badan Kepegawaian Negara (BKN), dimana BKN sebagai lembaga yang
mempunyai kewenangan menetapkan Norma, Standar dan Prosedur
Pembinaan  Kepegawaian  secara  Nasional, sedangkan  fungsi
administrasinya diserahkan kepada masing-masing wilayah kerja. Sebagai
konsekuensi dari perubahan nama tersebut maka berdasarkan keputusan
Kepala BKN No. 03/KEP/2000 nama Kantor Wilayah BKN berubah
menjadi Kantor Regional BKN.

Daftar pejabat yang pernah memimpin Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta:

Tabel 3. 1 Daftar Pejabat Kanreg 1 BKN Yogyakarta

No. Nama Pejabat Periode

1 Drs. Soerjono 1/0kt/1980 — 30/Sep/1987

2 Drs. Gino Sutarno 1/0kt/1987 — 30/Nov/1992
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Drs. Rafael Djari

1/Des/1992 -28/Mar/1995

FX. Soetrisno, S.H.

29/Sep/1999 — 27/Sep/1999

Drs. Budi Hartono

28/Sep/1999 — 7/Sep/2001

Drs. H. S. Kuspriyomurdono, M.Si.

28/Sep/2001 — 3/Feb/2006

Wiritno, S.H.

4/Feb/2006 — 30/Mei/2011

Dr. H. Edy Wahyono SP.

1/Jun/2011 — 29/Mar/2014

9

Dr. Purwanto

1/Apr/2014 — 31/Des/2016

10

Ibtri Rejeki S.H., M.M.

1/Jan/2016 — 31/Jul/2018

Sumber: yogyakarta.bkn.go.id

3.1.2 Visi, Misi, dan Moto

Berikut ini adalah Visi, Misi, dan Moto dari Kantor Regional 1 BKN

Yogyakarta:

1. Visi

Kanreg 1 BKN Yogyakarta memiliki visi yaitu, mewujudkan pengelolaan

ASN vyang professional dan berintegritas untuk mendukung terciptanya

Indonesia Maju.

2. Misi

Misi Kanreg 1 BKN Yogyakarta yaitu:

a. Meningkatkan kualitas pembinaan penyelenggaraan manajemen

ASN.

b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan manajemen ASN.

pegawai ASN.

Meningkatkan kualitas penyimpanan pemanfaatan informasi
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d. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian, norma, standar,
prosedur, dan kriteria manajemen ASN.
e. Mengembangkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia dan
sistem manajemen internal Kantor Regional 1 BKN.
3. Moto
Moto dari Kanreg 1 BKN Yogyakarta yaitu, “SIAP (Santun Integritas

Akuntabel Profesional)”.

3.1.3 Struktur Organisasi

Berikut ini adalah struktur organisasi dari Kantor Regional 1 BKN

Yogyakarta:
Kepala Kantor
4 ™
Kepala Subbag.
- Perencanaan dan
Keuangan
\ y
] Kepala Bagian Kepala Subbag.
Tata Usaha Kepegawaian
L Kepala Subbag.
Umum
Kepala Bidang Kepala Bidang
Pengangkatan & Pengembmgm &.
Pensiun Supervisi Kepegawaian
5 =
Kepal.a Bidang Kepala Bidang Informasi
Mutasi & St;tus Kirosuuan
Kepegawatan

Kelompok
Jabatan Fungsional

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta
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3.2 Data Khusus

3.2.1 Prosedur Tata Naskah Dokumen PNS pada Bidang Informasi
Kepegawaian di Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta

Proses Arsip atau Tata Naskah di Kanreg 1 BKN Yogyakarta telah
diatur dalam Peraturan Kepala BKN No. 18 tahun 2011 tentang Pedoman
Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian PNS. Dalam peraturan tersebut
berisi tentang prosedur pencatatan dokumen, penyimpanan dokumen,
sampai perawatan dokumen. Selain itu sarana dan prasarana juga telah
ditetapkan untuk pelaksanaan arsip. Secara garis besar terdapat dua jenis
penyimpanan dokumen, vyaitu penyimpanan dokumen dalam bentuk
dokumen fisik dan image document.

Wilayah kerja dari Kanreg 1 BKN Yogyakarta yaitu Jawa Tengah
dan Yogyakarta. Sehingga diperlukan sarana dan prasarana penyimpanan
yang besar untuk menangani arsip seluruh PNS di Jawa Tengah dan
Yogyakarta. Selain itu juga diperlukan sumber daya manusia yang banyak
dan kompeten dalam bidang arsip.

Dalam pelaksanaan tugas arsip, terdapat sepuluh pegawai yang
mengelola arsip di bidang Informasi Kepegawaian, setiap pegawai diberikan
beban sesuai tingkat jabatan PNS. Seperti yang telah dijelaskan oleh salah
satu pegawai di bagian Informasi Kepegawaian:

“Pembagian tugas memang sudah dibagi, kalau di sini (di bagian Informasi
Kepegawaian) misalnya menurut jabatannya mas, jadi jabatan yang di atas

(lebih tinggi) itu bebannya (tugas) lebih banyak, karena dia memiliki
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kewajiban yang lebih tinggi. Misalnya saya ini kebagian (tugas) empat
kabupaten, nanti jabatan di bawah saya lebih sedikit (tugasnya). Jadi
jabatan mempengaruhi besar sedikitnya beban atau tugas yang dipikul”
(Sumantri, 2022).

Pengorganisasian arsip BKN Yogyakarta menerapkan asas
kombinasi antara sentralisasi dan desentralisasi. Setiap bidang menyimpan
dan mengelola arsip aktif yang masih digunakan. Dengan menerapkan asas
kombinasi, tentunya diperlukan sarana dan prasarana yang banyak, karena
setiap bidang mengelola arsipnya sendiri.

Sistem pengarsipan yang diterapkan BKN Yogyakarta yaitu sistem
geografis dan sistem nomor. Pelaksanaan arsip atau tata naskah tahap
pertama dilakukan menggunakan sistem geografis. Semua dokumen dipilah
berdasarkan wilayah kerjanya, misalnya dari Kabupaten Sleman, Kabupaten
Bantul, Kota Semarang dan lainnya. Kemudian dokumen diurutkan
berdasarkan sistem nomor. Nomor yang digunakan adalah Nomor Induk
Pegawai (NIP) PNS. Dengan menerapkan sistem nomor, tidak ada dokumen
yang ganda sehingga lebih teliti.

Terdapat dua jenis prosedur arsip yang dilakukan pada bagian
Informasi Kepegawaian, yaitu arsip berbentuk dokumen fisik serta arsip

berbentuk dokumen gambar (image document).

I. Prosedur Takah Dokumen PNS Berbentuk Dokumen Fisik

Penyimpanan dokumen fisik merupakan penyimpanan dokumen

yang berbentuk fisik ke dalam lemari tata naskah sesuai dengan wilayah
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kerja. Setiap pegawai perlu mengetahui jenis dokumen PNS yang
disimpan. Pentingnya mengetahui jenis dokumen yang disimpan yaitu
agar proses penyimpanan dapat berjalan dengan baik. Berikut ini adalah
prosedur arsip dokumen PNS dalam bentuk dokumen fisik:
1. Jenis Dokumen Kepegawaian PNS.
Terdapat beberapa jenis dokumen PNS yang perlu untuk
disimpan yaitu:

Tabel 3. 2 Dokumen PNS

No Nama Dokumen

1. | Kartu Pendaftaran Ulang PNS (KARDAF)

2. | Data Kepegawaian Perorangan (DKP)

3. | Nota Persetujuan NIP

4. | SK Pengangkatan CPNS

5. | Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT)

6. | Surat Tanda Tamat Lulus Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)

7. | Berita Acara Pengangkatan Sumpah/Janji PNS

8. | SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS

9. | NPKP PNS IV/c ke-bawah dan NPKP PNS IV/c ke-atas

10. | Nota Persetujuan Kepala BKN tentang Mutasi

11. | Surat Keputusan Kenaikan Pangkat PNS

12. | Tanda Lulus Mengikuti Pendidikan Kedinasan

13. | Surat Keputusan Tugas Belajar Pendidikan Umum

14. | ljazah Pendidikan Umum
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15. | Laporan Peningkatan Pendidikan

16. | Laporan Perkawinan dan atau Perceraian
17. | Surat Keputusan Konversi NIP

18. | Surat Keputusan Pensiun

2. Pemeriksaan dokumen PNS.

Pemeriksaan dokumen dilakukan secara seksama oleh
pegawai dengan langkah sebagai berikut:

a. Langkah yang pertama yaitu kegiatan verifikasi dokumen
dengan cara menyortir dan mengelompokkan dokumen
sesuai unit kerja. Contohnya, mengelompokkan semua
dokumen PNS yang bekerja di Kabupaten Sleman.

b. Setelah semua dokumen dikelompokkan sesuai unit Kerja,
selanjutnya adalah mendistribusikan dokumen PNS kepada
pegawai atau pengelola tata naskah. Setiap pegawai akan
mengelola dokumen PNS sesuai tingkat jabatannya.
Misalnya pegawai A mengelola empat kabupaten, sedangkan
pegawai B yang jabatannya lebih rendah dari pegawai A
mengelola tiga kabupaten.

c. Langkah yang terakhir adalah membuat laporan yang berisi
tentang penerimaan dokumen, pengelompokan dokumen, dan

pendistribusian dokumen.
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3. Menyeleksi Dokumen PNS.

Setelah setiap pegawai menerima dokumen sesuai
pembagiannya, langkah selanjutnya yaitu menyeleksi dokumen.
Pegawai menyeleksi dokumen PNS yang lebih penting seperti Surat
Keputusan Pengangaktan CPNS, Surat Pengangkatan PNS, PAK,
Surat Keterangan Kenakan Pangkat, ljazah, dan lainnya. Apabila
semua dokumen PNS disimpan, maka akan memerlukan tempat
penyimpanan yang sangat luas, karena BKN Yogyakarta mengelola
dokumen PNS di seluruh Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kemudian
dokumen diurtkan berdasarkan tahun, bulan, dan tanggal lahir.
Apabila tahun, bulan, dan tanggal lahir sama, maka diurtkan
berdasarkan tahun dan bulan pengangkatan (TMT CPNS/PNS).
Apabila tahun dan bulan pengangkatannya sama, maka diurutkan
berdasarkan jenis kelamin. Dan apabila tahun, bulan, tanggal lahir,
tahun dan bulan pengangkatan, serta jenis kelainnya sama, maka
diurtkan berdasarkan NIP PNS yang bersangkutan.

4. Pencarian Kode Lokasi Penyimpanan Tata Naskah.

Setelah dokumen PNS urut, langkah selanjutnya vyaitu
pencarian kode lokasi penyimpanan. Dokumen PNS akan disimpan
pada lemari takah di setiap kabupaten atau kota sesuai dengan
wilayah kerjanya. Setiap lemari takah memiliki kode yang berbeda-
beda, sehingga perlu mencari kode lemari tempat penyimpanan.

Pencarian kode dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
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a. Menghidupkan computer, kemudian mengakses website
TAKAH milik BKN.

b. Kemudian login menggunakan username dan password
masing-masing pegawai.

c. Selanjutnya mencari unit wilayah Kkerja, misalnya dari
Kabupaten Sleman.

d. Langkah selanjutnya mengetik NIP PNS yang tertera pada
dokumen.

e. Selanjutnya akan muncul kode lokasi penyimpanan takah.

f. Mencocokkan data yang muncul dengan dokumen, apabila
sudah sesuai selanjutnya menulis kode tersebut pada

dokumen yang dicari menggunakan spidol.

-_— —
‘_)[1 .B:.5.0895h.a
o
Nomor Usul KPO-6301-01-201910-01 KENAIKAN PANGKAT
Tanggal Usul 19-07-2019 Reg
oguie
Diterima BKN " o
Kanceg Tanggal - 23.07-2019
NOTA PERSETUJUAN TEKNIS
KEPALA KANTOR REGIONAL | BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
INSTANS!
PEMERINTAH KAB. BANTUL / SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
NO DATA PEGAWAI NEGER! SIPIL B,
Nama ‘

> DENY WIDYAWATI
2 N0 197604231998032008
3. [ Pencidikan Tecakne A

Gambar 3. 2 Penulisan Kode Lokasi Penyimpanan

5. Penyimpanan Dokumen PNS.
Penyimpanan dokumen dilakukan setelah dokumen urut dan
telah dituliskan kode lemari takah. Langkah yang perlu dilakukan
yaitu:

a. Menyiapkan dokumen yang akan disimpan.
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b. Menggunakan masker dan sarung tangan.

C.

Mencari lemari takah yang sesuai dengan wilayah kerja pada
dokumen.
Setelah sesuai dengan wilayah kerjanya, kemudian mencari

lemari takah yang sesuai dengan kode lokasi.

Gambar 3. 3 Kode Lokasi Lemari Penyimpanan

Kemudian membuka lemari, di dalam lemari terdapat map
berwarna biru yang telah tersusun, di setiap map telah tertulis
kode lokasi dan NIP PNS yang telah urut.

Selanjutnya mencari urutan yang sesuai dengan kode atau
NIP PNS.

Setelah menemukan map yang sesua dengan NIP dan kode,
setiap map berisi dua dokumen PNS, kemudian membuka

map tersebut dan mencari dokumen yang sesuai.
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Gambar 3. 4 Proses Arsip Dokumen PNS

h. Memasukkan dokumen yang akan disimpan ke dalam map.
i. Langkah ini dilakukan urut sampai selesai.
j.  Langkah terakhir yaitu membuat laporan.

6. Pencabutan Dokumen PNS.

Pencabutan dokumen PNS dilakukan apabila terdapat
pegawai yang pensiun, meninggal dunia atau pindah instansi kerja.
Kegiatan ini dilakukan untuk memperbarui dokumen pada lemari
penyimpanan. Langkah-langkah pencabutan dokumen PNS sebagai
berikut:

a. Menyiapkan daftar dokumen yang akan diperbarui.

b. Menggunakan masker dan sarung tangan.

c. Mencari lemari takah yang sesuai dengan wilayah kerja pada
dokumen.

d. Pencarian dokumen bisa dilakukan dengan mencari NIP atau

kode yang sesuai.
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e. Melakukan pencarian dokumen hingga selesai.
f. Setelah semua dokumen ditemukan, selanjutnya dokumen

diikat menggunakan tali.

Gambar 3. 5 Dokumen Hasil Pencabutan

g. Selanjutnya membuat laporan.
h. Setelah selesai, dokumen tersebut diserahkan kepada petugas
yang mengelola unit kerja dari dokumen tersebut.
7. Pemeliharaan Dokumen PNS.

Dokumen yang telah disimpan pada lemari takah masih perlu
dilakukan perawatan. Menurut Peraturan Kepala BKN No. 18 tahun
2011, pemeliharaan dokumen PNS dilakukan dengan cara berikut:

a. Mengatur suhu ruangan antara 18°-21° C.
b. Mengatur penerangan yang cukup. Dengan adanya
penerangan yang cukup akan memudahkan dalam melakukan

kegiatan arsip dokumen PNS
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Membersihkan debu serta kotoran pada lemari penyimpanan
dengan menggunakan vacuum cleaner.

Meletakkan kapur barus secukupnya pada rak lemari
penyimpanan.

Menyemprotkan cairan pembasmi serangga yang dapat
merusak dokumen pada lemari penyimpanan.

Memperbaiki rak pengarsipan yang rusak.

8. Pelayanan Dokumen PNS.

Untuk memberikan pelayanan kepada PNS atau instansi yang

membutuhkan informasi dokumen kepegawaian, maka harus

diperhatikan prosedur peminjaman atau pengembalian dokumen

seperti berikut ini:

a.

Bidang kerja yang meminjam mengisi dan menyerahkan
Formulir Peminjaman Tata Naskah Kepegawaian PNS.
Pengelola penyimpanan tata naskah menerima dan
menyetujui formulir peminjaman, kemudian menyerahkan
dokumen kepada pengguna informasi.

Waktu yang diberikan untuk peminjaman dokumen maksimal
adalah lima hari kerja.

Setelah jangka waktu peminjaman habis, unit kerja peminjam
wajib mengembalikan kepada petugas tata naskah.

Petugas tata naskah menyimpan kembali dokumen sesuai

dengan letak lemari penyimpanan.
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9. Sarana dan Prasarana.

a. Tempat atau ruang penyimpanan dengan luas sesuai
kebutuhan.

b. Lemari penyimpanan tata naskah kepegawaian.

c. Sampul tata naskah untuk menyimpan dokumen di dalam
lemari.

d. Sampul plastik untuk menyimpan dokumen setiap pegawai.

e. Masker untuk melindungi pegawai dari debu.

f. Sarung tangan digunakan pada saat penyimpanan atau
pencabutan untuk melindungi tangan dari benda yang tajam.

g. Personal computer.

h. Vacuum cleaner.

i. Alat Tulis Kantor.

Il. Prosedur Tata Naskah Dokumen PNS Berbentuk Dokumen
Gambar (image document)

Penyimpanan dokumen gambar (image document) merupakan
dokumen yang disimpan dalam media elektronik. Selain penyimpanan
dokumen fisik, BKN Yogyakarta juga melakukan penyimpanan
berbentuk dokumen gambar. Prosedur penyimpanan dokumen PNS
dalam bentuk dokumen gambar (image document) sebagai berikut:

1. Prosedur Penyimpanan

a. Mempersiapkan dokumen yang akan disimpan.
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b. Mempersiapkan computer dan scanner.

c. Membuka aplikasi TakTronik. Aplikasi TakTronik adalah
aplikasi daring yang digunakan untuk menyimpan dokumen
PNS.

d. Login pada aplikasi TakTronik menggunakan username dan
password.

e. Selanjutnya mencari unit wilayah kerja sesuai dokumen yang
akan disimpan, misalnya dari Kabupaten Sleman.

f. Langkah selanjutnya mengetik NIP PNS sesuai dengan
dokumen yang akan disimpan.

g. Melakukan scanning dokumen.

Gambar 3. 6 Pegawai Melakukan Scanning Dokumen

h. Memberi nama dokumen hasil scan sesuai dengan jenis

dokumen.
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i. Setelah selesai, memasukkan dokumen ke dalam rak
pengarsipan takah urut berdasarkan kode atau Nomor Induk
Pegawai.

j. Langkah terakhir yaitu mencatat laporan.

2. Sarana dan Prasarana

a. Personal computer.

b. Alat scanner.

c. Aplikasi.

d. Alat Tulis Kantor.

3.2.2 Kendala Pada Proses Tata Naskah Dokumen PNS pada Bidang
Informasi Kepegawaian di Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta
Dalam melaksanakan proses tata naskah dokumen PNS, tentunya
tidak berjalan dengan lancar karena adanya kendala yang dapat menghambat
pekerjaan. Berikut ini kendala yang dapat menghambat pelaksanaan tata
naskah:
1. Sarana dan Prasarana
Kurangnya personal computer menjadi salah satu kendala dalam
pelaksanakan arsip. Personal computer yang ada sering mengalami
kerusakan sehingga memperlambat pekerjaan. Selain itu jaringan
internet yang tidak stabil juga menjadi kendala dalam pelaksanaan arsip.
Untuk menangani kendala sarana dan prasarana, dalam melakukan

pekerjaan tetap menggunakan personal computer yang tersedia dengan
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maksimal. Jika terdapat masalah pada jaringan internet yang tidak stabil,
maka dapat melakukan pekerjaan yang tidak memerlukan jaringan
internet seperti melakukan seleksi dokumen, menyimpan dokumen ke
dalam lemari penyimpanan, melakukan pencabutan dokumen, atau
melakukan pemeliharaan dokumen.
. Sumber Daya Manusia

Kuantitas SDM yang terbatas menjadi kendala dalam menangani
arsip. Melaksanakan arsip pada kabupaten dan kota di Jawa Tengah dan
Yogyakarta dengan kuantitas sepuluh orang pegawai yang mayoritas
pegawai perempuan tentunya tidak efektif dan tidak efisien. Pekerjaan
yang memerlukan tenaga, seperti mengangkat atau memindahkan
dokumen akan memberatkan bagi pegawai perempuan. Selain itu
kurangnya regenerasi pegawai juga menjadi kendala. Kesulitan dalam
menggunakan media elektronik juga menjadi kendala. Kurangnya SDM
menjadi kendala, tetapi BKN Yogyakarta akan tetap memaksimalkan
SDM vyang tersedia, karena untuk rencana ke depannya akan
menerapkan penyimpanan elektronik paperless dengan memanfaatkan
teknologi yang ada, sehingga dapat mempermudah pekerjaan. Untuk
kendala penggunaan media elektronik pada pegawai, BKN Yogyakarta
melakukan seminar dan pelatihan terkait pengoperasian aplikasi,
membuat laporan atau yang lainnya. Selain itu telah diberikan modul

pengoperasian, harapannya agar dapat mempermudah dalam
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melaksanakan pekerjaan. Akan tetapi jika masih kesulitan, akan dibantu
oleh bagian pranata.
. Proses Penyimpanan

Kendala pada proses penyimpanan seperti tidak sesuai data
dokumen dengan database sehinnga tidak dapat dilakukan
penyimpanan. Untuk menangani kendala tersebut, dokumen yang salah
dilakukan koreksi dengan database. Kemudian kendala yang lain saat
melakukan kegiatan pencabutan, dokumen tidak ditemukan. Selain itu
kendala yang terjadi yaitu penyimpanan yang tidak sesuai dengan
tempat penyimpanan. Maka jika menemukan dokumen yang salah lokasi
penyimpanannya harus menempatkan dokumen tersebut sesuai dengan

tempat penyimpanannya.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan sebelumnya mengenai tata naskah
dokumen PNS pada Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta, dapat disimpulkan

bahwa:

1. Prosedur tata naskah dokumen PNS pada sub bagian informasi
kepegawaian di Kantor Regional BKN Yogyakarta dibagi menjadi dua
jenis, yaitu penyimpanan dokumen fisik dan penyimpanan dokumen
gambar (image document).

a. Penyimpanan dokumen fisik dilakukan mulai dari proses
pemeriksaan dokumen. Langkah pemeriksaan dokumen meliputi
pengelompokan dokumen sesuai unit kerja kemudian
mendistribusikan dokumen kepada pengelola tata naskah. Proses
yang kedua yaitu seleksi dokumen yang tujuannya untuk memilih
dokumen terpenting yang akan disimpan. Selanjutnya proses
pencarian kode lokasi penyimpanan dokumen. Kemudian
dilakukan proses penyimpanan dokumen sesuai kode lokasi. PNS
yang telah pensiun, meninggal dunia dan pindah unit Kerja,
dilakukan proses pencabutan dokumen yang tujuannya untuk
memperbarui dokumen pada lemari penyimpanan. Selain itu,

dilakukan pemeliharaan dokumen PNS yang bertujuan untuk
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merawat dokumen yang disimpan seperti membersihkan debu,
mengatur suhu ruangan, dan yang lannya. Proses terakhir yaitu
pelayanan peminjaman dan pengembalian dokumen PNS.

b. Penyimpanan dokumen dalam bentuk gambar (image document).
Prosedur penyimpanan dokumen gambar dimulai dari persiapan
dokumen, kemudian melakukan scanning menggunakan aplikasi
TakTronik. Lalu disimpan sesuai dengan unit kerja dan jenis
dokumen PNS. Kemudian setelah selesai, menyimpan kembali
dokumen PNS ke lemari penyimpanan.

2. Kendala yang ditemukan pada prosedur tata naskah nokumen PNS yaitu
sarana dan prasarana seperti kurangnya personal computer, terdapat
computer yang rusak serta jaringan internet yang tidak stabil. Kendala
yang kedua yaitu terkait SDM, seperti kurangnya jumlah pegawai dan
kesulitan dalam menggunakan media elektronik. Kendala yang ketiga
yaitu pada proses penyimpanan seperti tidak sesuai dokumen dengan

database dan saat proses pencabutan, dokumen tidak ditemukan.

4.2 Saran
Dari pembahasan diatas, saran dari penulis kepada pihak Kantor

Regional 1 BKN Yogyakarta yaitu:

1. Melakukan perbaikan sarana dan prasarana yang ada, seperti
memperbarui dan menambah unit personal computer serta memperbaiki
jaringan internet yang bermasalah. Hal ini perlu dilakukan agar peoses

arsip dokumen PNS dapat berjalan dengan lancar.
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2. Kemudian untuk kendala SDM tekait kesulitan dalam menggunakan
media elektronik, dapat dilakukan substitusi atau pergantian dengan
beberapa pegawai yang lebih memahami media elektronik. Selain itu
juga perlu dilakukan seminar dan pelatihan kepada pegawai terkait
penggunaan media elektronik.

3. Terakhir terkait kendala tidak sesuainya data dokumen dengan database,
para pegawai perlu melakukan pekerjaan dengan lebih teliti. Hal ini

perlu dilakukan agar tidak terjadi pekerjaan yang mengulang.
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